BUPATI BUNGO

M

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR |7 TAHUN 2011
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat 1I Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903),sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negari“
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan’
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan,
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438];

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4589);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

13.Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;

14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2005 Nomor 18);
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Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO.

BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bungo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Bungo.

6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bungo.

7. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bungo.

8. Tunjangan perumahan adalah tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan
dan anggota DPRD yang diberikan dalam bentuk uang.

BABII
TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Bungo, kepada yang bersangkutan diberikan
tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai
pengucapan sumpah/janji.

Pasal 3

Pemberian tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar
harga setempat yang berlaku.
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BAB III
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 4

(1) Pimpinan dan Anggota diberikan tunjangan yaitu :
a. Pimpinan DPRD sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu
rupiah); dan
b. Anggota DPRD sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak
Penghasilan Pasal 21 yang dibebankan kepada yang bersangkutan
sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila
telah disediakan/memanfaatkan rumah dinas.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Bungo.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berdaya
laku sejak tanggal 1 Januari 2011.
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| Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

‘ Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 7 -6 - S0H

\

|

|

}

| o
|

|

i
| Hsuiian zam |

| L \

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pax?atanggal ? -6 - 30U

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,




